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ABSTRAK 

Annisa Apriliani, E061181346, “Analisis Kebijakan European Green Deal 

Terhadap Perusahaan Multinasional Industri Makanan dan Minuman Di 

Kawasan Uni Eropa” dibawah bimbingan Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D, selaku 

pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA, selaku pembimbing II, 

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Hasanuddin.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi serta faktor-faktor pendukung dan 

penghambat Uni Eropa dalam mengimplementasikan European Green Deal (EGD) 

khususnya strategi Farm to Fork terhadap perusahaan-perusahaan multinasional 

(MNC) pada industri makanan dan minuman. Penelitian ini pertama-tama 

menggunakan konsep kekuatan normatif Uni Eropa untuk menjabarkan strategi 

implementasi EGD menggunakan enam mekanisme difusi norma. Selanjutnya, konsep 

regionalisme lingkungan serta kekuatan normatif digunakan untuk menguraikan 

faktor-faktor pendukung serta penghambat implementasi EGD terhadap MNC pada 

industri makanan dan minuman. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data 

dikumpulkan melalui teknik kajian pustaka dan bersumber dari dokumen resmi 

pemerintahan, dokumen resmi perusahaan, artikel ilmiah, data statistik, serta berita-

berita yang kredibel. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uni Eropa menjalankan strategi implementasi 

EGD terhadap MNC dengan proses difusi norma yang sesuai dengan enam mekanisme 

kekuatan normatif yakni contagion, informational diffusion, procedural diffusion, 

transference diffusion, overt diffusion, dan cultural filter. Proses internalisasi norma 

dari Uni Eropa terhadap aktor MNC diidentifikasi memiliki normative basis, normative 

change, dan normative consequences. Adapun faktor-faktor pendukung yang 

teridentifikasi adalah 1) kekuatan tata kelola institusi Uni Eropa, 2) kelengkapan 

instrumen kebijakan Uni Eropa dan European Green Deal, 3) berlakunya sistem Single 

Market, serta 4) perilaku konsumen pasar Uni Eropa. Sementara itu, faktor-faktor 

penghambatnya yakni  1) fleksibilitas regulasi EGD 2) aksi protes kelompok petani, 3) 

ke(tidak)patuhan MNC terhadap standar Uni Eropa, serta 4) diskrepansi pada Uni 

Eropa secara internal. 

 

Kata kunci: European Green Deal (EGD), strategi Farm to Fork (F2F), Normative 

Power Europe (NPE), environmental regionalism.   
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ABSTRACT 

Annisa Apriliani, E061181346, “A Policy Analysis of the European Green Deal 

towards Food and Beverage Industry Multinational Companies in the European 

Union”. Advisor I: Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D. Advisor II: Aswin Baharuddin, 

S.IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political 

Sciences, Hasanuddin University. 

 

This study analyzes the strategy, supporting factors, and inhibiting factors of the 

European Union (EU) in implementing the European Green Deal (EGD), with a focus 

on the Farm to Fork strategy's impact on multinational companies (MNCs) in the food 

and beverage industry. Utilizing the concept of Normative Power Europe (NPE), the 

study dissects the EGD implementation strategy through six norm diffusion 

mechanisms. Furthermore, this study applies the concepts of environmental 

regionalism and NPE to examine the factors that support and inhibit the EGD's 

implementation in relation to MNCs. 

 

The research adopts a qualitative descriptive method, gathering data through library 

research from official government documents, company documents, scientific articles, 

statistical data, and credible news sources. 

 

The results indicate that the EU implements the EGD strategy towards MNCs via a 

norm diffusion process aligned with the six NPE mechanisms: contagion, 

informational diffusion, procedural diffusion, transference diffusion, overt diffusion, 

and the cultural filter. The norm internalization process from the European Union to 

MNC actors is identified to have a normative basis, normative change, and normative 

consequences. This research has identified four supporting factors: 1) the robustness of 

EU institutional governance, 2) the comprehensiveness of EU and EGD policy 

instruments, 3) the Single Market system, and 4) EU market consumer behavior. The 

inhibiting factors include the 1) flexibility of EGD regulations, 2) protests by EU 

farmer groups, 3) MNC (non)compliance with EU standards, and 4) internal 

discrepancies within the EU. 

 

Keywords: European Green Deal (EGD), Farm to Fork (F2F) strategy, Normative 

Power Europe (NPE), environmental regionalism.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu lingkungan merupakan salah satu polemik yang dihadapi oleh 

seluruh bagian dunia tanpa terkecuali. Pada kajian ilmu hubungan internasional, 

isu lingkungan dinilai bersifat transnasional, sebab apabila terdapat masalah 

lingkungan pada suatu negara maka dampaknya dapat dirasakan pula oleh 

negara-negara di sekitarnya. Salah satu kawasan yang bertekad kuat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan secara global adalah Eropa. 

Uni Eropa sebagai organisasi supranasional yang beranggotakan 27 

negara-negara anggota di Eropa menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu 

fokus dalam pengambilan kebijakannya. Uni Eropa merupakan aktor global 

terkemuka dalam penanganan isu lingkungan. Menurut Ian Manners (2002), 

Uni Eropa memiliki kemampuan untuk membentuk konsepsi yang dapat 

dianggap “normal” dalam hubungan internasional. Kemampuan ini disebut 

sebagai “normative power” atau “kekuatan normatif”. Kekuatan normatif Uni 

Eropa ditandai dari kemampuannya dalam mengatur serta menetapkan standar 

terhadap aktor-aktor lainnya melalui difusi norma ketimbang melalui kekuatan 

militer dan ekonomi (Whitman, 2011). 

Kepemimpinan Uni Eropa dalam menangani tantangan lingkungan 

memiliki dimensi internal dan eksternal (Jordan & Gravey, 2021). Walaupun 

pada awal pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa melalui Perjanjian Roma 
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isu lingkungan belum dimuat, implikasi terkait isu lingkungan sudah mulai 

diakui sejak 1959 (Elliott & Breslin, 2011). Melalui dibentuknya Single Market, 

pengaruh terkait kebijakan dan standar lingkungan Uni Eropa menjadi semakin 

kuat. Akses untuk memasuki pasar tunggal Eropa mewajibkan standar 

lingkungan tertentu untuk dipenuhi seperti misalnya standar emisi sebuah 

produk (Bretherton & Vogler, 2005). Maka dari itu, di bawah wewenang Uni 

Eropa melalui European Commission, berbagai kebijakan lingkungan diusung 

guna mendukung inisiatif ramah lingkungan di kawasan Uni Eropa. 

Pada 11 Desember 2019, European Commission secara resmi 

mempublikasikan European Green Deal (EGD) sebagai salah satu mekanisme 

sistem perekonomian negara-negara anggota Uni Eropa (WindEurope, 2020). 

EGD merupakan sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mewujudkan 

perekonomian Uni Eropa yang berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan salah 

satu inisiatif Presiden European Commission Ursula von der Leyen dalam masa 

awal administrasinya yang ia deskripsikan sebagai “man on the moon moment” 

bagi Uni Eropa (Jordan & Gravey, 2021). Von der Leyen menegaskan bahwa 

EGD akan menjadi strategi pertumbuhan yang baru bagi Uni Eropa. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mentransformasi gaya hidup 

masyarakat Uni Eropa dalam aspek pekerjaan, produksi, dan konsumsi. 

Rancangan kebijakan ini merupakan reformasi legislatif dengan skala terbesar 

yang pernah dilakukan Uni Eropa dan akan berdampak terhadap arah dan 

agenda pembuatan kebijakan Uni Eropa di tahun-tahun yang mendatang. 
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European Green Deal akan menciptakan pondasi bagi strategi pertumbuhan 

Eropa yang terkini, dimana target-target keberlanjutan akan didorong oleh 

kebijakan dan peraturan (Ernst&Young, t.t.). 

Tujuan diaplikasikannya kebijakan ini ialah agar Uni Eropa dapat 

mengeliminasi seluruh emisi gas rumah kaca dalam berbagai aktivitas pada 

tahun 2050. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa juga diharapkan dapat 

meningkat seiring dijalankannya kebijakan EGD dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber daya alam secara lebih efektif. Dengan diresmikannya 

kebijakan ini, maka Uni Eropa diharapkan akan menjadi kawasan pertama yang 

mencapai netralitas dari emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 nanti (European 

Commission, 2019b). 

Terdapat beberapa bagian dari kebijakan EGD yang diharapkan dapat 

mendukung gaya hidup masyarakat berjalan seiringnya dengan pengurangan 

emisi. Terdapat sembilan strategi untuk mencapai transformasi perekonomian 

Uni Eropa yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini akan berfokus terhadap 

strategi-strategi yang berkaitan dengan industri makanan dan minuman di Uni 

Eropa. 

Sistem pangan kerap menjadi salah satu pendorong utama dalam isu 

kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Sistem pangan yang meliputi 

proses manufaktur, penjualan, pengemasan, dan pengangkutan produk 

menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Selain 

itu, seluruh rangkaian proses tersebut juga menghasilkan polusi udara, tanah, 
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dan air yang tinggi (SWITCH2GREEN, 2020a). Pada tahun 2020, berdasarkan 

data yang dilansir dari FAOSTAT (FAO, 2020), sektor agrikultural pangan 

berkontribusi terhadap 31% dari total emisi gas rumah kaca Uni Eropa. Isu ini 

penting untuk digarisbawahi sebab sektor agrikultur mengalami penurunan 

emisi yang relatif rendah apabila dibandingkan dalam beberapa tahun ini. Pada 

rentang tahun 2000 hingga 2005 misalnya, sektor agrikultur hanya mengalami 

penurunan sebesar 2% (European Environment Agency, 2022). Hal ini berbeda 

dengan misalnya sektor energi yang pada tahun 2018 telah mengalami 

penurunan sebesar 17% sejak tahun 2005 dan 23% sejak tahun 1990 

(International Energy Agency, 2020). Terdapatnya penurunan emisi yang 

relatif stagnan pada sektor agrikultur pangan menjadi sebuah tantangan besar 

bagi Uni Eropa. 

Strategi Farm to Fork dalam EGD menjadi salah satu solusi untuk 

menangani isu sistem pangan di Uni Eropa. Melalui strategi ini, Uni Eropa akan 

berupaya untuk mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan melalui 

penguatan hubungan antar masyarakat dan planet yang sehat 

(SWITCH2GREEN, 2020b). Farm to Fork bertujuan untuk mempercepat 

proses transisi Uni Eropa menuju sistem pangan berkelanjutan yang memiliki 

dampak lingkungan yang netral atau positif (European Commission, t.t.-d). 

Untuk mewujudkan tercapainya sistem pangan yang berkelanjutan, Uni 

Eropa turut menggandeng seluruh aktor yang terlibat dalam proses penyusunan 

dan implementasi kebijakannya termasuk entitas bisnis. Melalui EU Code of 
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Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices, perusahaan-

perusahaan didorong untuk memberikan komitmen sukarela guna memastikan 

terciptanya praktik bisnis dan pemasaran yang bertanggungjawab (European 

Commission, 2020b). EU Code of Conduct yang diresmikan pada 5 Juli 2021 

ini merupakan bagian integral dari strategi Farm to Fork. 

EU Code of Conduct melibatkan berbagai asosiasi perdagangan, 

perusahaan, organisasi internasional, lembaga non pemerintah serta serikat 

dagang dalam pengembangan pedomannya. Pedoman ini memuat tujuh tujuan 

yang masing-masing memiliki target spesifik dan berisikan rancangan aksi 

yang indikatif, nyata, dan terukur. Pada hari peluncuran EU Code of Conduct, 

tercatat ada 65 penandatangan yang terdiri atas 26 perusahaan produsen 

makanan, 15 perusahaan retail makanan, satu perusahaan layanan makanan, 

dan 23 asosiasi (European Commission, 2021b). Seluruh pihak yang terlibat 

telah mengumpulkan dokumen berisikan poin-poin yang menjadi komitmen 

untuk dicapai. Setiap tahunnya, penandatangan akan mengumpulkan laporan 

hasil pencapaian dari komitmen yang telah dijanjikan. 

Keterlibatan perusahaan-perusahaan makanan ini dalam penyusunan 

dan penandatangan EU Code of Conduct dapat dinilai sebagai keberhasilan Uni 

Eropa dalam mengupayakan EGD untuk tercapai secara holistik. Namun, 

sebuah survei yang dilaksanakan oleh PricewaterhouseCoopers menunjukkan 

bahwa sebanyak 60% perusahaan yang beroperasi di negara-negara anggota 

Uni Eropa dan kawasan Single Market masih tidak familiar dengan kebijakan 



19 
 

EGD (PricewaterhouseCoopers, 2022). Survei ini meneliti 300 perusahaan 

dalam rentang waktu Juli hingga Oktober 2021, melibatkan responden yang 

75% diantaranya merupakan pemangku kepentingan utama seperti eksekutif 

level C serta kepala bagian divisi pajak, operasi dan keberlanjutan (Geerts & 

West, 2022). 

Survei ini menemukan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan 

bahwa perusahaannya telah berencana untuk memindahkan aktivitas sistem 

rantai pasoknya menuju lokasi-lokasi yang lebih strategis di dalam kawasan 

Uni Eropa guna menghemat pengeluaran emisi. Beberapa contohnya ialah 

lokasi gudang dan manufaktur. Tiga aktivitas utama dinilai sebagai penghasil 

emisi terbesar sehingga akan menjadi fokus utama dalam upaya sistem 

keberlanjutan perusahaan yakni: manufaktur (44%), distribusi (27%), dan 

pengadaan produk (18%). 

Selain itu, ditemukan pula bahwa walaupun perusahaan-perusahaan ini 

telah memiliki inisiatif dalam mewujudkan program berkelanjutan, kebanyakan 

dari inisiatif ini masih bersifat ad-hoc. Inisiatif ini mayoritasnya berbentuk 

perencanaan penggunaan energi bersih (78%), pengurangan konsumsi energi 

(60%), pengurangan sampah dan penggunaan plastik (59%), serta pengurangan 

emisi karbon (59%) (PricewaterhouseCoopers, 2022). Adapun tantangan 

terbesar yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ini ialah a) kurangnya 

kemampuan organisasi dan keterampilan sumber daya untuk memahami 
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implikasi EGD, b) kurangnya kesadaran perusahaan, dan c) kesulitan untuk 

menghitung biaya retribusi EGD (Geerts & West, 2022). 

Berdasarkan hasil riset tersebut, (Schrauf, 2020) dan timnya di PwC 

menyarankan agar perusahaan-perusahaan ini sebaiknya berfokus untuk 

melakukan transformasi dalam operasi bisnisnya. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahan-perusahaan makanan adalah untuk melakukan 

regionalisasi dalam sistem rantai pasoknya. Perusahaan disarankan untuk 

melakukan rekonfigurasi sistem rantai pasok yang sebelumnya bersifat global 

menjadi regional. Tentunya, perubahan ini akan membutuhkan sistem distribusi 

dan manufaktur yang berbeda. 

European Commission berpegang teguh bahwa tidak seharusnya ada 

kontradiksi antar aksi penyelamatan lingkungan dan kemajuan ekonomi. Kedua 

hal ini optimis bisa berjalan dan dicapai secara beriringan. Menurut Christian 

Holzleitner yang merupakan Kepala Unit Departemen Iklim, European 

Commission bergantung kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap 

seharusnya bisa menjadi agen-agen perubahan (Keating, 2021). 

Berdasarkan serangkaian penemuan ini, Penulis berpendapat bahwa 

terdapat dua poin penting yang patut untuk diteliti dalam penyelenggaraan 

European Green Deal, yakni terkait strategi Uni Eropa dalam penerapan 

kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan 

dan minuman, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan 
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dan minuman. Kedua hal ini akan dianalisa menggunakan konsep 

environmental regionalism dan normative power Europe yang menjadi 

identitas Uni Eropa dalam menjalankan kebijakan lingkungannya. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan berfokus terhadap keterkaitan kebijakan European Green 

Deal dengan perusahaan-perusahaan multinasional di Uni Eropa. Penelitian ini 

secara spesifik akan menjelaskan implikasi kebijakan European Green Deal 

terhadap operasi bisnis perusahaan-perusahaan multinasional pada industri 

makanan dan minuman di Uni Eropa. 

2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana strategi Uni Eropa dalam implementasi European Green Deal 

pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan 

minuman? 

2) Faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi European 

Green Deal oleh Uni Eropa pada perusahaan-perusahaan multinasional di 

industri makanan dan minuman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis strategi Uni Eropa dalam penerapan European Green Deal 

pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman. 
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2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi 

European Green Deal terhadap perusahan-perusahaan multinasional pada 

industri makanan dan minuman. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangsih dalam ilmu hubungan internasional, khususnya terkait 

kajian global environmental politics dalam ekonomi politik internasional. 

2. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dalam 

merumuskan kebijakan, khususnya dalam bidang lingkungan dan corporate 

governance. 

 

E. Kerangka Konsep 

1. Environmental Regionalism 

Environmental regionalism merupakan salah satu bagian konsep pada 

studi politik lingkungan global yang berkaitan erat dengan studi kawasan. 

Environmental regionalism merujuk kepada upaya suatu kawasan untuk 

memuat isu lingkungan ke dalam tatanan agenda yang mencakup luas 

kawasannya (Obydenkova, 2022). Pemuatan isu lingkungan tergolong sebagai 

hal yang baru dalam studi kawasan, mengingat sebelumnya studi-studi kawasan 

lebih berfokus terhadap integrasi politik dan ekonomi. Isu lingkungan ini dapat 

dimuat melalui berbagai instrumen pada tatanan agenda yang ada, misalnya 
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sebagai dokumen hukum yang bersifat resmi atau kampanye dalam media 

sosial. 

Terdapat alasan khusus mengapa pemerintah lebih memilih kerjasama 

yang bersifat regional. Pemerintah kini lebih memilih untuk membentuk 

koordinasi dan kerjasama regional untuk mengenai permasalahan lingkungan 

sebab ada rasa sepenanggungan terhadap kerusakan lingkungan yang dirasakan 

bersama. Dalam merespon tantangan ini, respons yang telah terkoordinasi 

secara regional dipercaya dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif 

(Elliott, 2017). Pada tahun 2016, sekitar 2 dari 3 perjanjian lingkungan 

internasional dapat dikategorikan sebagai perjanjian regional menurut United 

Nations Environment Programme (UNEP)  (Balsiger & Prys, 2016). Balsiger 

(2011) menerangkan bahwa environmental regionalism memiliki kaitan 

langsung dengan perkembangan berkelanjutan. Keterkaitan ini ia definisikan 

sebagai norma prosedural dalam menyesuaikan dimensi lingkungan, ekonomi, 

dan social (Obydenkova, 2022) pada level regional. Norma ini awalnya 

dinamakan sebagai regional environmental governance. 

Menurut Conca (2012) dan Gruby (2017), regional environmental 

governance dinilai dapat lebih efisien dalam pelaksanaan difusi norma dan 

implementasi kebijakan apabila dibandingkan dengan tata kelola kebijakan 

lingkungan tingkat global. Pada cakupan yang lebih spesifik, mereka 

berpendapat bahwa regional environmental governance lebih efisien dalam 

proses difusi norma, nilai, informasi ilmiah serta penyebaran pengetahuan 
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teknis. Regional environmental governance juga dinilai lebih efektif dalam 

mewujudkan partisipasi aktor masyarakat dari berbagai tingkat pengambilan 

keputusan. Hal ini kemudian meningkatkan pula polisentrisitas dan 

desentralisasi, kesadaran masyarakat, serta tindakan kolektif (Obydenkova, 

2022). 

Regional environmental governance memiliki berbagai macam 

dampak. Dampak secara langsung dapat diukur dari efektivitas dalam 

pengupayaan tatanan kebijakannya. Sementara, dampak secara tidak langsung 

dapat terjewantahkan dalam bentuk penguatan dan pembelajaran mengenai 

lingkungan secara sosial. Hal ini mengarah pada kebangkitan perhatian 

masyarakat secara sistemik terhadap isu lingkungan dan pasar hijau (Haas, 

2016). 

Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa merupakan contoh bentuk 

perwujudan environmental regionalism yang terkemuka. Masalah lingkungan 

yang bersifat transnasional membuat Uni Eropa sadar mengenai pentingnya 

pengadaan forum yang sesuai untuk menangani tantangan iklim. Uni Eropa 

diperkirakan memiliki lebih dari 500 arahan, regulasi, dan keputusan terkait 

hukum lingkungan (Bloor, 2022). Uni Eropa mampu membangun institusi dan 

upaya perlindungan lingkungan yang kuat karena ketersediaan komunitas dan 

fasilitas ilmiah yang kuat pula. Melalui institusi yang kuat ini, Uni Eropa dapat 

mengembangkan tatanan lingkungan yang mencakup luas, dimulai dalam 

bentuk perjanjian regional, rancangan kebijakan, hingga keputusan European 
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Court of Justice (Obydenkova, 2022). Maka dari itu, Uni Eropa dapat diberikan 

status sebagai organisasi internasional yang memiliki hukum lingkungan 

terlengkap dan terkuat di dunia (Jordan & Gravey, 2021). 

Berdasarkan definisi environmental regionalism yang dikemukakan 

oleh Obydenkova (2022), konsep ini akan dioperasionalisasikan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian terkait faktor-faktor pendukung dan 

penghambat Uni Eropa dalam implementasi European Green Deal pada 

perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan minuman.  

2. Normative Power Europe 

Pada lanskap politik internasional, Uni Eropa memiliki peran yang 

signifikan. Uni Eropa kerap disebut memiliki peran khusus sebagai aktor 

internasional, ditandai dengan normative power. Konsep normative power atau 

kekuatan normatif pertama kali diusung oleh Ian Manners (2002) yang 

mendefinisikan kekuatan khusus Uni Eropa. Manners berargumen bahwa Uni 

Eropa merepresentasikan identitas yang baru dan unik dalam sistem 

internasional melalui kekuatan normatif. 

Kekuatan normatif didefinisikan sebagai kemampuan Uni Eropa untuk 

“membentuk norma-normanya sebagai konsepsi yang normal dalam politik 

internasional”. Uni Eropa dinilai memiliki kekuatan normatif yang didasari 

oleh empat prinsip utama yakni kebebasan, demokrasi, penghargaan atas HAM 

dan kebebasan individual, serta aturan hukum (rule of law). Seluruh prinsip 

utama yang menjadi norma utama Uni Eropa ini dimuat dalam Treaty of the 
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European Union dan kemudian diamandemen dalam Treaty of Amsterdam 

(Umar, 2014). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Uni Eropa melaksanakan 

perannya sebagai aktor internasional yang prominen dalam mempromosikan 

nilai-nilai yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan, demokrasi, hak 

asasi manusia serta pengembangan serta proteksi lingkungan (Manuputty & 

Nugroho, 2022). 

Menurut Manners (2002), kekuatan normatif Uni Eropa dalam 

membentuk norma politik internasional bersumber dari enam mekanisme yakni 

contagion, informational diffussion, procedural diffusion, transference 

diffusion, overt diffussion, dan cultural filter. Masing-masing dari keenam 

mekanisme ini memiliki contoh upaya pembentukan norma yang telah 

dilakukan Uni Eropa terhadap entitas dan aktor lainnya. 

Salah satu contoh upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam 

mempraktikkan kekuatan normatifnya ialah melalui kebijakan lingkungan. 

Kekuatan normatif Uni Eropa dalam bidang lingkungan dapat ditandai oleh 

upaya Uni Eropa yang gigih untuk memberikan “contoh” pada lanskap 

internasional. Upaya ini dilakukan oleh Uni Eropa melalui beragam legislasi 

terkait perlindungan lingkungan dan perubahan iklim secara internal. Selain itu, 

secara eksternal Uni Eropa juga menunjukkan kepemimpinannya dalam 

penyusunan perjanjian-perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan 

Paris Climate Agreement. 
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Kekuatan normatif Uni Eropa dalam bidang lingkungan tidak hanya 

ditujukan kepada aktor negara namun juga terhadap aktor non-negara. Sebagai 

contohnya, perusahaan multinasional menjadi subjek praktik kekuatan normatif 

Uni Eropa. Instrumen-instrumen hukum serta standarisasi lingkungan yang 

dimiliki oleh Uni Eropa harus dipenuhi oleh entitas-entitas bisnis yang ingin 

beroperasi di dalam Single Market. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan 

multinasional juga memiliki insentif untuk mematuhi serta menyesuaikan 

praktik bisnisnya sejalan dengan norma lingkungan yang berlaku di Uni Eropa 

(Cohen-Tanugi, 2021). 

Berdasarkan definisi normative power yang dikemukakan oleh Ian 

Manners, konsep ini akan dioperasionalisasikan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian terkait strategi Uni Eropa dalam implementasi European 

Green Deal terhadap perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan 

dan minuman. 

Konsep normative power berkaitan erat dengan norma dan pendekatan 

konstruktivisme, maka penelitian ini juga akan mengidentifikasi tiga aspek 

kunci yakni normative basis, normative change, serta normative consequences 

pada konteks European Green Deal. Ketiga aspek kunci ini membantu analisis 

proses internalisasi norma terhadap perusahaan-perusahaan multinasional pada 

industri makanan dan minuman yang terjadi melalui melalui strategi-strategi 

normative power Uni Eropa.  
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F. Skema Konseptual 

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan sebuah 

penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang dikaji dari objek 

penelitian. Penelitian diupayakan dapat menghasilkan analisis penelitian 

bersifat deskriptif. Analisis yang dikaji ialah data sekunder yang diperoleh 

selama melakukan penelitian mengenai kebijakan implikasi kebijakan 

European Green Deal terhadap perusahaan multinasional pada bidang 

makanan dan minuman di Uni Eropa. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan ialah melalui kajian pustaka 

dengan mengumpulkan data sekunder. Data-data tersebut akan dikumpulkan 

melalui dokumen resmi pemerintahan, dokumen resmi perusahaan, artikel 
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ilmiah, data statistik, berita baik dari media konvensional maupun portal daring, 

serta laporan berita berupa video dari sumber yang kredibel. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, seperti buku, jurnal, artikel, 

laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dengan 

kredibel. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif, permasalahan 

digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara 

fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. 

5. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penulisan deduktif. Analisis penelitian akan dipaparkan secara umum ke khusus 

dari permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data 

yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Environmental Regionalism (Regionalisme Lingkungan) 

Environmental regionalism atau regionalisme lingkungan merupakan 

perkembangan konsep baru dalam studi kawasan. Regionalisme lingkungan 

merujuk kepada upaya suatu kawasan untuk memuat isu lingkungan ke dalam 

tatanan agenda yang mencakup luas kawasannya (Obydenkova, 2022). 

Pemuatan isu lingkungan tergolong sebagai hal yang baru dalam studi kawasan, 

mengingat sebelumnya studi-studi kawasan lebih berfokus terhadap integrasi 

politik dan ekonomi. Isu lingkungan ini dapat dimuat melalui berbagai 

instrumen pada tatanan agenda yang ada, misalnya sebagai dokumen hukum 

yang bersifat resmi atau kampanye dalam media sosial. 

Konsep ini awalnya dinamakan sebagai regional environmental 

governance. Kemunculan regional environmental governance telah melalui 

empat fase dalam perkembangan fenomenanya. Pada awal abad ke-20, upaya-

upaya dalam pembentukan perjanjian regional berfokus pada konservasi 

spesies. Namun, perjanjian regional ini masih bersifat bebas tanpa dukungan 

institusi yang signfikan. Maka dari itu, upaya-upaya pada fase ini secara umum 

dinilai masih tidak efektif. 

Fase kedua ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya kerjasama 

regional dalam mengatasi isu pertumpahan minyak dan perlindungan perikanan 

pada laut bebas. Upaya kerjasama dalam menangani isu pertumpahan minyak 
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dikelola oleh International Maritime Organization, sedangkan upaya 

kerjasama dalam perlindungan perikanan dikelola oleh Food and Agriculture 

Organization. Kedua upaya ini dinilai menjadi terbatas efektivitasnya, sebab 

ada kepentingan entitas bisnis seperti perusahaan-perusahaan kapal minyak dan 

asosiasi nelayan yang masih membelakangi kontrol terhadap upaya ini secara 

signifikan. 

Selanjutnya, fase ketiga ditandai dengan dimuatnya perjanjian 

internasional terkait polusi udara dan air di bawah arahan United Nations 

Environment Programme (UNEP). Fase ini dimulai pada tahun 1970-an dan 

1980-an, dimana sejumlah perjanjian terkait polusi laut dan udara mulai 

dicanangkan. Hasil dari perjanjian-perjanjian tersebut dinilai memiliki 

keefektifan yang beragam. Demi mencapai target yang dapat disepakati 

bersama, UNEP berusaha untuk memobilisasi sumber daya. Hal ini dilakukan 

dengan cara meyakinkan negara-negara agar patuh terhadap kebijakan yang 

diterapkan, serta bekerjasama dengan komunitas ilmiah guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan ancaman lingkungan. Maka dari itu, memasuki 

tahun 1980-an dan 1990-an, regional environmental governance disebut 

memasuki masa-masa emas, ditandai dengan besarnya jumlah perjanjian 

regional yang ditandatangani dan diresmikan selama periode ini. 

Memasuki fase keempat pada tahun 1990-an, jumlah perjanjian 

lingkungan yang baru mulai berkurang. Perhatian pemerintah beralih ke 

peningkatan efektivitas pengaturan yang telah ada. Pada tahun 2000-an, 
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percobaan regional environmental governance dialihkan dalam bentuk tatanan 

non-negara. Hal ini disebabkan karena non-governmental organization (NGO) 

dan sektor swasta mulai kehilangan kepercayaan pada diplomasi lingkungan 

multilateral yang bersifat tradisional. Peralihan ini terjadi dalam rentang waktu 

yang bersamaan dengan menurunnya kepercayaan terhadap sains yang 

ditujukan pada pembentukan kebijakan publik. 

Menurut Ken Conca (2012), terdapat setidaknya empat alasan mengapa 

pendekatan regional dalam politik lingkungan lebih menarik. Pertama, karena 

kawasan dapat memberikan harapan bagi kemajuan politik ketika inisiatif 

global mulai mengalami stagnansi. Conca menjelaskan bahwa kerja sama 

global dalam isu lingkungan tidak selalu berhasil karena beberapa hal. 

Beberapa di antaranya disebabkan oleh koordinasi yang buruk antara beragam 

organisasi antar-pemerintah dengan mandat yang tumpang tindih, isu 

lingkungan yang tidak memiliki posisi signifikan dalam negosiasi perdagangan 

global, dan kecenderungan perjanjian global untuk melebihi kapasitas 

institusional negara yang menerapkannya. Maka dari itu, pendekatan kawasan 

menjadi sebuah alternatif yang menarik karena hambatan yang dihadapi tidak 

sesulit pendekatan global. 

Alasan yang kedua, karena kawasan memiliki kondisi yang lebih baik 

dalam skala pengelolaan sumber daya milik bersama. Conca menjelaskan 

bahwa salah satu penemuan terbesar dari beberapa dekade terakhir pada kajian 

lingkungan adalah bahwa pada kondisi tertentu, aktor sebenarnya dapat 
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mengelola dan menjaga sendiri sistem pengaturan dalam penggunaan sumber 

daya milik bersama secara berkelanjutan. Meskipun penemuan ini justru 

menimbulkan optimisme bahwa rezim perjanjian global dapat mengaplikasikan 

sistem pengaturan yang sama efektifnya, sebagian besar tindakan kolektif 

global justru menunjukkan bahwa skema tersebut menghadapi tantangan secara 

eksponensial saat skalanya sudah meningkat. Hal ini disebabkan oleh biaya 

transaksi dan kebutuhan informasi yang meningkat. Mekanisme pemantauan 

transaksi tatap muka yang rendah biaya lebih sulit untuk diciptakan dan 

dipertahankan pada skala yang lebih besar di level global. Kondisi yang minim 

dari tantangan eksternal juga lebih sulit dipertahankan seiring dengan 

meningkatnya skala sistem pengaturan. Maka dari itu, kemungkinan pembuatan 

skema yang efisien dalam pengelolaan sumber daya milik bersama pada skala 

supranasional lebih mudah untuk dicapai pada tingkat regional dibandingkan 

global. 

Alasan yang ketiga adalah karena kawasan dinilai lebih kondusif dalam 

mendorong difusi norma. Conca menjelaskan bahwa kondisi sinergi antara 

partisipasi demokratis dan efektivitas kebijakan lebih mudah dikelola (atau 

setidaknya ditemukan) di tingkat regional dibandingkan global. 

Terakhir, berkaitan dengan alasan sebelumnya, pengembangan kawasan 

dapat menjadi pondasi untuk pendekatan kumulatif dalam membangun tata 

kelola lingkungan global. Sebagaimana dijabarkan oleh Conca, skala yang lebih 

kecil memungkinkan inovasi dan eksperimen yang lebih mudah dalam delegasi 
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tugas untuk mengkonsolidasikan gagasan, membentuk konsensus dan regulasi, 

dan membangun institusi. Setelah hal ini dapat dilakukan, keuntungan dari 

skala kecil dapat terakumulasi untuk menghasilkan pengaruh yang besar pada 

level global. Oleh karena itu, Conca berpendapat bahwa kawasan dapat 

dianggap sebagai laboratorium untuk tata kelola lingkungan global. Hasilnya 

kemudian dapat menjadi pondasi untuk mendukung pembangunan tata kelola 

lingkungan yang lebih sukses pada skala global. 

Perkembangan fenomena ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dalam 

mengkaji upaya penanganan permasalahan lingkungan secara regional. 

Menurut (Nordbeck, 2011), dasar pemikiran untuk “going regional” atau 

memilih penanganan permasalahan lingkungan pada level regional didasari 

oleh keyakinan terhadap kombinasi upaya penanganan yang tepat antar level 

negara dan transnasional. Kombinasi ini dianggap dapat menghasilkan 

penanganan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan upaya yang hanya 

dikerjakan pada level nasional saja. 

Sementara itu, upaya aksi kolektif terhadap permasalahan lingkungan 

juga dinilai tidak bisa selalu berjalan secara solutif pada level global. Contoh-

contoh perjanjian seperti Paris Climate Agreement yang justru menimbulkan 

pertikaian antar annex negara-negara maju dan berkembang yang terlibat pada 

perjanjian ini membuktikan adanya inefisiensi pada proses penanganannya 

(Maizland, 2023). Maka dari itu, ketika penanganan pada level global dianggap 

akan gagal atau bukan merupakan level penanganan yang tepat bagi masalah 
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kolektif lingkungan namun negara juga tidak bisa menyelesaikan sendiri 

masalah lingkungannya dengan tindakan unilateral, maka Goldilocks Principle 

(Prinsip Goldilocks) pun akan berlaku. 

Prinsip Goldilocks digunakan untuk mengilustrasikan situasi di mana 

terdapat titik tengah dalam proses pengambilan keputusan yang akan menjadi 

lebih sesuai untuk dicapai (Econation, 2022). Prinsip inilah yang kemudian 

menjadi justifikasi bahwa upaya yang bersifat regional lebih atraktif dan solutif. 

Pada level regional, penanganan isu lingkungan yang dilakukan dapat menjadi 

tidak terlalu “hot” (pada konteks ini, luas) seperti pada level global maupun 

“cold” (pada konteks ini, sempit) seperti pada level negara. Level regional 

dinilai “just right” atau berada pada tataran level penanganan yang pas. 

Environmental regionalism dianggap penting oleh para peneliti 

hubungan internasional khususnya di bidang kawasan dan lingkungan 

berdasarkan tiga alasan utama yang dijabarkan oleh Elliott (2017). Alasan yang 

pertama adalah karena para akademisi maupun peneliti kawasan sudah mulai 

melihat adanya potensi efektivitas dari solusi tingkat regional dalam mengatasi 

isu lingkungan transnasional (Hettne, 2005). Kedua, sebab UNEP sendiri telah 

menilai bahwa kawasan sudah lebih terlihat peranannya dalam tata kelola 

lingkungan global (UNEP, 2008). Alasan yang ketiga adalah karena walaupun 

peneliti isu kawasan telah mengakui bahwa isu lingkungan itu penting (dan 

sebaliknya pula, peneliti tata kelola lingkungan mengakui bahwa tingkat 

kawasan itu penting dalam kajiannya), studi terkait tata kelola lingkungan 
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kawasan masih belum memiliki jumlah penelitian maupun kajian komparatif 

yang cukup hingga saat ini. 

Maka dari itu, Elliott & Breslin (2011) dalam buku studi komparatifnya 

berjudul Comparative Environmental Regionalism bertujuan untuk membawa 

dimensi kawasan dalam studi tata kelola lingkungan, dan sebaliknya membawa 

pula isu lingkungan ke dalam studi tata kelola kawasan. 

Pada akhirnya, menurut Obydenkova (2022), environmental 

regionalism dapat didefinisikan sebagai fenomena pengenalan agenda 

lingkungan pada organisasi regional (contohnya dalam dokumen hukum atau 

media sosial) dan sebagai agenda lingkungan organisasi regional. Hal ini 

merujuk kepada situasi di mana agenda lingkungan ini kemudian 

diinstitusionalisasikan dan/atau diimplementasikan oleh organisasi regional 

tersebut. Secara garis besar, terdapat tiga dimensi environmental regionalism 

yang dapat ditarik dari definisi tersebut. Dimensi-dimensi tersebut yakni: 

1) Institutional environmental regionalism: dimuatnya isu lingkungan 

sebagai bagian resmi dari agenda organisasi regional. Hal ini dapat 

dilihat melalui diterapkannya norma, nilai, prinsip, dan dan/atau 

komitmen lingkungan ke dalam dokumen legal (seperti perjanjian, 

keputusan tindak lanjut, arahan, dan lain-lain) organisasi. 

2) Discursive and rhetorical environmental regionalism: komitmen 

retorik mengenai isu lingkungan yang disampaikan oleh pimpinan dan 

perwakilan-perwakilan organisasi regional, seperti di media sosial, 
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penyampaian resmi, dan media massa. Hal ini membuktikan adanya 

refleksi dan kesadaran mengenai isu lingkungan di luar dokumen-

dokumen legal organisasi. 

3) Consequential environmental regionalism: dampak atau konsekuensi 

lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas (misalnya, konsekuensi 

proyek konstruksi, perdagangan, investasi langsung luar negeri) dan 

strategi tindak lanjut organisasi regional. Aksi ini dapat berbentuk dari 

keputusan untuk memperhitungkan dampak dan menyesuaikan strategi 

untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan, hingga mengabaikan 

dampak dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. 

 

Walaupun lekat dengan peranan institusi kawasan atau organisasi 

regional sebagai pelaksana, regionalisme lingkungan bukan merupakan studi 

mengenai institusi kawasan, melainkan sebuah bentuk studi tata kelola 

kawasan. Tata kelola pada konteks regionalisme lingkungan didefinisikan 

sebagai struktur otoritas yang mengelola masalah lingkungan kolektif dan 

menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan atau stakeholders. Melalui 

definisi ini, kita dapat menelaah berbagi macam proses, mekanisme, dan aktor 

yang berperan pada tata kelola lingkungan selain kerjasama institusi formal. 

Maka dari itu, jenis tata kelola pada konteks ini terbagi menjadi proses 

vertikal dan horizontal. Tata kelola vertikal dapat ditilik melalui kerjasama 

multilateral dan antar pemerintah (intergovernmental) negara-negara anggota 
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Uni Eropa. Sementara itu, tata kelola horizontal dapat ditilik melalui 

keterlibatan masyarakat transnasional, otoritas privat, dan jaringan-jaringan di 

luar pemerintah. 

Konsep regionalisme lingkungan akan dioperasionalisasikan pada 

penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah terkait faktor-faktor 

penghambat dan pendukung Uni Eropa dalam implementasi European Green 

Deal pada perusahaan-perusahaan multinasional di industri makanan dan 

minuman. Konsep ini akan digunakan untuk menilik bagaimana proses serta 

mekanisme Uni Eropa dalam memuat isu lingkungan dalam tata kelolanya, 

khususnya pada kebijakan European Green Deal. Penelitian ini akan menelaah 

bagaimana struktur otoritas Uni Eropa melalui kebijakan European Green Deal 

berupaya mengelola masalah lingkungan kolektif dan menyelesaikan konflik 

antar pemangku kepentingan yang berada di kawasannya. 
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2.2. Normative Power Europe (Kekuatan Normatif Uni Eropa) 

Normative power Europe atau kekuatan normatif merupakan konsep 

yang digaungkan oleh Ian Manners pertama kali pada tahun 2002. Konsep ini 

dedefinisikan sebagai kemampuan Uni Eropa untuk “membentuk norma-

normanya sebagai konsepsi yang normal dalam politik internasional” 

(Manners, 2002). Kekuatan normatif merupakan sebuah identitas yang baru dan 

unik dalam sistem internasional. Uni Eropa pun dinilai sebagai aktor yang 

memiliki peran signifikan dalam lanskap politik internasional. 

Berbeda dengan kekuatan negara-negara lainnya yang masih identik 

dengan kekuatan militer atau ekonomi, Uni Eropa beroperasi dengan 

kekuatannya dalam menyebarkan norma-norma yang dianggap ideal. Terdapat 

empat prinsip utama yang menjadi dasar norma Uni Eropa. Keempat prinsip ini 

dimuat pada Treaty of the European Union dan selanjutnya diamandemenkan 

pada Treaty of Amsterdam sehingga secara legal menjadi pedoman Uni Eropa. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah kebebasan, demokrasi, penghargaan atas HAM 

dan kebebasan individual, serta aturan hukum (rule of law) (Umar, 2014). 

Prinsip demokrasi, aturan hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap 

HAM pertama kali dituliskan secara konkret dalam Deklarasi Kopenhagen pada 

tahun 1973 sebagai identitas Eropa.  

Berangkat dari identitas ini, Uni Eropa pun mengedepankan norma-

norma tersebut sebagai prinsip utamanya dalam membangun hubungan antar 

negara-negara anggota serta dunia. Selain keempat prinsip tersebut, meskipun 
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tidak disebutkan dalam Treaty of Rome 1957, isu lingkungan secara perlahan 

menjadi salah satu prinsip yang diutamakan dalam Treaty of the European 

Union. Lingkungan mulai menjadi salah satu prinsip utama norma Uni Eropa 

pada tahun 1970-an. European Council yang diadakan di Paris pada tahun 1972 

merupakan titik balik yang sangat signifikan dalam perkembangan kebijakan 

lingkungan Uni Eropa, menandai sebuah permulaan dari pendekatan yang lebih 

formal dan terintegrasi terhadap perlindungan lingkungan dalam Uni Eropa 

(The Academy of European Law, t.t.). Selanjutnya, dengan berlakunya Treaty 

of Lisbon pada 1 Desember 2009, isu lingkungan tidak hanya menjadi resmi, 

tetapi juga menjadi semakin relevan dengan kepentingan lain Uni Eropa seperti 

di bidang perdagangan (de Sadeleer, 2023). 

Menurut Manners yang didasari pula oleh pemikiran Whitehead (2001), 

Whitman (1998), dan Kinnvall (1995), terdapat enam mekanisme difusi norma 

Uni Eropa dalam hubungan internasional. Keenam mekanisme ini adalah 

contagion, informational diffusion, procedural diffusion, transference, overt 

diffusion, dan cultural filter. Adapun definisi serta contoh pengoperasian dari 

masing-masing mekanisme ini ialah sebagai berikut: 

a. Contagion: Difusi atau “penularan” norma yang dihasilkan dari difusi 

gagasan yang tidak disengaja oleh Uni Eropa ke aktor-aktor politik 

lainnya. Contohnya seperti bagaimana Uni Eropa memimpin dan 

mengekspor upaya percobaannya terkait integrasi regional. Replikasi 
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dari percobaan integrasi ini dapat dilihat dalam upaya integrasi yang 

berjalan di kawasan Mercosur. 

b. Informational diffusion: Difusi norma yang dihasilkan dari upaya yang 

berbentuk inisiatif kebijakan, deklarasi, dan komunikasi strategis. 

Difusi ini bersifat lebih simbolik dan dinilai sebagai salah satu aspek 

kunci dari kekuatan normatif UE karena membantu membentuk 

persepsi dan perilaku aktor lain dalam sistem internasional (Manners, 

2002). Contohnya seperti kebijakan dan deklarasi yang diinisiasi oleh 

presidensi Uni Eropa atau Presiden Komisi Uni Eropa. 

c. Procedural diffusion: Difusi norma yang melibatkan institusionalisasi 

hubungan antara Uni Eropa dan pihak ketiga seperti melalui 

keanggotaan organisasi internasional dan perjanjian kerja sama antar-

regional. Prosedur institusionalisasi ini memudahkan penyebaran nilai 

dan standar Uni Eropa. Pihak ketiga lebih akan cenderung turut 

menerapkan standar yang sama ketika mereka memiliki hubungan 

formal dengan Uni Eropa (Manners, 2013). Contohnya seperti dalam 

proses negosiasi perluasan keanggotaan Uni Eropa. 

d. Transference: Difusi norma yang terjadi ketika Uni Eropa melakukan 

pertukaran dengan pihak ketiga baik dalam bentuk perdagangan atau 

bantuan teknis yang disokong dengan sarana substansi atau finansial 

yang besar. Contohnya seperti taktik “carrot and stickism” yang 

dilakukan oleh Uni Eropa dalam penggunaan imbalan finansial dan 
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sanksi ekonomi sebagai salah satu klausa kondisional pada perjanjian 

bantuan (Hardwick, 2011) terhadap negara lain. 

e. Overt diffusion: Difusi norma yang bersifat terbuka dan terjadi sebagai 

akibat dari kehadiran Uni Eropa secara fisik di negara-negara lain dan 

organisasi internasional. Contohnya seperti keberadaan kedutaan dan 

delegasi negara-negara anggota Uni Eropa di negara lain. 

f. Cultural filter: Difusi norma dalam bentuk filter budaya yang 

memengaruhi norma internasional dan politik di negara-negara dan 

organisasi lainnya yang mengarah pada pembelajaran, adaptasi, atau 

penolakan norma (Kinnvall, 1995). 

Mekanisme-mekanisme ini signifikan dalam memahami bagaimana Uni 

Eropa mempraktikkan kekuatan normatif yang berbeda dengan kekuatan 

militer atau ekonominya. Keenam mekanisme ini menunjukkan kemampuan 

Uni Eropa untuk membentuk nilai dan standar internasional melalui berbagai 

cara, mulai dari komunikasi strategis yang bersifat simbolik hingga 

keterlibatannya langsung dalam prosedur institusional dan ekonomi. 

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai bagaimana proses Uni Eropa 

melakukan internalisasi norma lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan 

multinasional pada industri makanan dan minuman, penelitian ini juga akan 

mengidentifikasi tiga aspek kunci yakni normative basis, normative change, 

dan normative consequences. Normative basis didefinisikan sebagai nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk identitas utama Uni Eropa (Gerrits, 
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2009). Selanjutnya, normative change akan diuraikan sebagai upaya-upaya Uni 

Eropa dalam mempengaruhi dan membentuk konsepsi tentang apa yang 

dianggap ideal dalam hubungan internasional. Terakhir, normative 

consequences mengacu pada dampak kekuatan normatif Uni Eropa terhadap 

hubungan internasional dan perilaku aktor lainnya. Ketiga aspek kunci ini akan 

digunakan untuk menganalisa bagaimana Uni Eropa mulai memuat, 

mempromosikan dan kemudian menyebarkan norma-norma baru. Hal ini 

kemudian dapat menguraikan proses bagaimana norma-norma tersebut 

akhirnya diadopsi oleh aktor-aktor lainnya.  

 

  


